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RT.1/RW.1, Pegangsaan Kec.’Menteng’ kualitatif. Penelitian ini memilih sampel secara selektif berdasarkan kriteria
Kota ]akart,a Pusat Daer’ah Khusus ’ tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Tindak
Ibukota Jakarta 10'310 Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan

menganalisis dokumen putusan pengadilan terkait Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui
proses reduksi data, pemberian kode, penyajian data, dan penarikan/verifikasi
kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menggali
detail yang lebih dalam serta memberikan pemahaman yang mendalam terkait
kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sedang diteliti. Hasil
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menggambarkan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan dakwaan pertama, dan hal ini
diperkuat oleh keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Pidana yang
dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan barang bukti yang
mendukung dakwaan.
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1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu tantangan serius yang
dihadapi oleh masyarakat dunia modern pada era ini (Novitasari & Rochaeti, 2021; Silalahi, 2020;
Santi et al,, 2019; Sari et al., 2017). Fenomena ini tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap
individu yang terlibat, namun juga merambah ke dalam struktur sosial, ekonomi, dan keamanan suatu
negara (Saputra & Chalim, 2018; Mahaputra et al,, 2022; Imran et al., 2020). Penyalahgunaan

narkotika menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi, memicu peningkatan angka kejahatan, serta

MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary
Volume 2 Issue 1 Januari 2024; 884-889
https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple


https://creativecommons.org/share-your-work/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
mailto:evridaud26@gmail.com

885
Evri Daud dan Hudi Yusuf

menimbulkan beban ekonomi akibat penanganan medis dan rehabilitasi (Majid, 2020;
Purwatiningsih, 2001; Refeiater, 2011; Amanda et al., 2017).

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tindak pidana ini menjadi krusial untuk
merumuskan strategi penanganan yang efektif. Fenomena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
menuntut keterlibatan yang lebih dari berbagai pihak terkait agar dapat diatasi dengan tepat dan
komprehensif. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik, dinamika, serta akar
permasalahan dari tindak pidana ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam mengembangkan
pendekatan strategis.

Dengan pemahaman yang mendalam, para pembuat kebijakan dan praktisi penegakan hukum
dapat merinci penyebab utama dan faktor-faktor pendukung penyalahgunaan narkotika. Hal ini
memungkinkan mereka untuk merancang strategi penanganan yang lebih presisi, melibatkan
kebijakan pencegahan yang tepat, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan upaya rehabilitasi
yang bersifat holistik.

Pemahaman yang mendalam juga memberikan dasar untuk melibatkan masyarakat secara
aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan
melibatkan masyarakat, baik dalam edukasi maupun peran aktif dalam pengawasan, dapat
membentuk iklim sosial yang mendukung penanggulangan masalah ini. Oleh karena itu, pemahaman
yang cermat dan menyeluruh tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi
suatu keharusan, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan
efektif dalam menanggapi permasalahan ini yang bersifat kompleks.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis kasus
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Tindak Pidana
Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang dan
dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk tanggapan negara terhadap pelanggaran hukum
tersebut (Rusianto, 2022). Tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum
yang telah ditetapkan dalam suatu sistem hukum, dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (Magdewijaya, 2014). Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis
perbuatan, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan serius, dan dapat merugikan individu,
masyarakat, atau negara (Sari, 2021). Sanksi pidana yang dapat dikenakan tergantung pada jenis

tindak pidana dan tingkat keparahannya, dan tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak
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pidana adalah untuk menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.
2.2 Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah perbuatan yang melibatkan penggunaan, peredaran,
produksi, atau kepemilikan zat-zat narkotika yang dilarang oleh undang-undang (Majid, 2020).
Narkotika, dalam konteks ini, mencakup berbagai jenis zat kimia atau substansi yang dapat
menyebabkan ketergantungan, merugikan kesehatan, dan memiliki potensi penyalahgunaan
(Silalahi, 2020). Tindakan penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak serius baik bagi
individu yang terlibat maupun masyarakat secara luas. Fenomena ini menjadi perhatian serius
karena dapat menyebabkan masalah kesehatan, sosial, dan keamanan. Pemerintah dan lembaga
penegak hukum berupaya untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dengan tujuan melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak

negatif yang ditimbulkannya.

3. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini memilih sampel secara selektif berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan
pemahaman yang menyeluruh tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Pengumpulan data
dilakukan dengan menganalisis dokumen putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, pemberian kode,
penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan
penelitian untuk menggali detail yang lebih dalam serta memberikan pemahaman yang mendalam

terkait kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023 /PN
Jkt.Pst yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika oleh saudari dengan inisial OR
menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan pada dakwaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
Golongan I, khususnya sabu-sabu. Kasus ini mencakup serangkaian kegiatan, termasuk pemesanan,
pengambilan, dan penyerahan narkotika antara terdakwa dan saksi dengan inisial AF.

Dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa turut serta dalam perbuatan tanpa hak atau
melawan hukum, yaitu menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I, sabu-sabu, dengan berat
melebihi 5 gram, sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tuntutan dari penuntut umum mencakup pernyataan bersalah terhadap
terdakwa, pidana penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, pengakuan terhadap

keabsahan barang bukti, dan perintah membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.
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Pada tahap pembelaan, terdakwa membantah dakwaan, dan penasihat hukumnya memohon
keringanan hukuman. Meskipun demikian, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim menyatakan
terdakwa bersalah atas dakwaan pertama, menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda
sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, dengan alternatif subsidiar 3 bulan penjara. Majelis Hakim juga
memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dianggap sah dan mewajibkan

terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

4.1 Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023 /PN Jkt.Pst yang terkait
dengan kasus penyalahgunaan narkotika oleh saudari dengan inisial OR membawa implikasi serius
terhadap terdakwa. Analisis mendalam atas putusan ini mengungkapkan bahwa terdakwa didakwa
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, khususnya sabu-sabu. Kasus ini
melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pemesanan, pengambilan, dan penyerahan narkotika
antara terdakwa dan saksi dengan inisial AF.

Dalam dakwaan pertama, terdakwa dituduh turut serta dalam perbuatan tanpa hak atau
melawan hukum, yaitu menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I, sabu-sabu, dengan berat
melebihi 5 gram, sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tuntutan dari penuntut umum mencakup pernyataan bersalah terhadap
terdakwa, pidana penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, pengakuan terhadap
keabsahan barang bukti, dan perintah membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Pada tahap pembelaan, terdakwa membantah dakwaan, dan penasihat hukumnya memohon
keringanan hukuman. Meskipun terdapat upaya pembelaan, Majelis Hakim dalam putusannya
menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan pertama. Pidana yang dijatuhkan mencakup hukuman
penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, dengan alternatif subsidiar 3 bulan
penjara. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum
dianggap sah dan mewajibkan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Analisis kasus ini menggambarkan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan dakwaan pertama, dan hal ini diperkuat oleh
keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan barang
bukti yang mendukung dakwaan. Meskipun ada upaya pembelaan, Majelis Hakim tetap mengambil
keputusan sesuai dengan bukti yang terungkap. Barang bukti yang disajikan dalam putusan menjadi
dasar yang kokoh bagi pemutusan hukuman, mencerminkan integritas dan ketelitian pengadilan

dalam menangani kasus serius penyalahgunaan narkotika. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat
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memberikan efek jera dan menciptakan efek pencegahan terhadap kegiatan penyalahgunaan

narkotika di masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/Pid.Sus/2023 /PN
Jkt.Pst terkait kasus penyalahgunaan narkotika oleh saudari yang berinisial OR, terdakwa didakwa
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, sabu-sabu, melibatkan pemesanan,
pengambilan, dan penyerahan narkotika antara terdakwa dan saksi yang berinisial AF. Analisis kasus
ini menggambarkan bahwa terdakwa secara hukum terbukti melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan dakwaan pertama, dan hal ini diperkuat oleh keterangan
saksi dan barang bukti yang ada. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan barang bukti yang

mendukung dakwaan
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